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MOTTO

“Allahtidakmembebaniseseorangmelainkansesuaidengankesanggupannya”

-Q.SAL– Baqarah:286

“ Orang tua dirumah menanti kepulanganmu dengan hasil yang membanggakan, jangankecewakanmereka.Simpankeluhmu,sebabletihmutaksebandingdengan perjuangan mereka menghidupimu”
“ Jangan pernah lelah dan berhenti untuk berproses apapun itu lewati saja meskipunsambilmenangistetapipercayalahbahwatakdirTuhanlebihindahdari pada yang kau bayangkan. ”
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Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul "Tata Kelola Dana Desa dalam Pembangunan di Desa Pedeslohor Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes." Skripsi ini disusun sebagai upaya untuk memahami dan mendeskripsikan bagaimana pengelolaan dana desa dapat berkontribusi terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Desa Pedeslohor.
Dana desa merupakan salah satu instrumen penting dalam pembangunan desa yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Melalui dana desa, pemerintah memberikan kesempatan kepada desa untuk mengelola sumber daya secara mandiri, sehingga dapat merencanakan dan melaksanakan program-program pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.Namun,pengelolaandanadesayangbaikdanefektifmemerlukantata kelola yang transparan, akuntabel, partisipatif dan tertib berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018.
Dalamskripsiini,penulisakanmembahasberbagaiaspekterkaittatakelola dana desa, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Juga mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam tata keloladanadesadalampembangunandiDesaPedeslohor.Penulisberharapskripsi ini dapat memberikan wawasan yang bermanfaat bagi pembaca, khususnya bagi pemerintah dan masyarakat di Desa Pedeslohor, dalam upaya meningkatkan kualitas tata kelola dana desa dan mendorong pembangunan yang berkelanjutan.
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ARDANILARASATI 2121600024


Tata kelola dana desa di Desa Pedeslohor, penelitian ini dilakukan karena dana desa memiliki peran strategis dalam penggunaannya. Penelitian ini dapat mengidentifikasi mengenai tata kelola dana desa secara mendalam dalam implementasinya, dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat, dan tantangan dalam implementasinya serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan.
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskripsitif yakni suatu bentuk penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menggambarkan fenomena atau gejala yang ada, sekaligus berupaya memecahkan masalah yang dihadapi pada tata kelola dana desa dalam pembangunan Di Desa Pedeslohor.
Berdasarkan Hasil penelitian menunjukkan bahwa tata kelola dana desa dalampembangunansudahcukupbaikdansesuaidenganPeraturanMenteriDalam Negeri No. 20 Tahun 2018 mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatusahaan, pelaporandanpertanggungjawaban,tetapiperluditingkatkanlagipadatransparansi pelaporan pertanggungjawaban, penggunaan dana desa dalam pelaksanaan pembangunan sudah berjalan dengan maksimal dibuktikan dengan adanya pembangunan mulai dari pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan yang telah memberikan dampak positif. Kendala yang dihadapi hanya terkait keterbatasan dana dan banyaknya usulan dari masyarakat, tidak terdapat kendala yang signifikan dalam tata kelola dana desa dalam pembangunan di Desa Pedeslohor.
KataKunci:tatakelola danadesa, pembangunan
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ABSTRAK




VillagefundgovernanceinPedeslohorVillage,thisresearchwasconducted because village funds have a strategic role in their use. This research can identify the governance of village funds in depth in its implementation, its impact on community welfare, and challenges in its implementation and provide recommendations for improvement.
This research uses a descriptive qualitative method, which is a form of researchthataimstodescribeandillustrateexistingphenomenaorsymptoms,while trying to solve the problems faced in the governance of village funds in development in Pedeslohor Village.
Based on the results of the study, it shows that the governance of village funds in development is quite good and in accordance with the Regulation of the Minister of Home Affairs No. 20 of 2018 starting from planning, implementation, administration, reporting and accountability, but it needs to be improved again on the transparency of accountability reporting, the use of village funds in the implementation of development has been running optimally as evidenced by the existenceofdevelopmentrangingfrominfrastructuredevelopment,education,and healththathashadapositiveimpact.Theobstaclesfacedareonlyrelatedtolimited funds and the number of proposals from the community, there are no significant obstaclesinthegovernanceofvillagefundsindevelopmentinPedeslohor Village.
Keywords:villagefundgovernance,development
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BAB I
PENDAHULUAN
I.1 LatarBelakang
Desa merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan desa berada di sebuah kabupaten (R.Bintarto, 2007). Dengan kata lain desa merupakan sebuah suatu kelompok masyarakat yang didalamnyaadasebuahpemimpinyangberwenanguntukmengaturmasyarakatnya sendiri dan desa memiliki batas-batas wilayah. Dalam pemerintah desa terdiri dari Kepala Desa, Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Musyawarah Desa, dan Organisasi masyarakat. Dari keseluruhan struktur ini bertujuan untuk memastikan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan pengelolaan sumber daya desa berjalan dengan semestinya, seperti fungsi desa sendiri untuk pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Oleh karena itu keberadaan desalah yang menentukan keberhasilan pemerintah dalam hal pembangungan daerah dari tingkat pemerintahan pusat maupun daerah, karena kemajuan suatu Desa itu sangat penting dalam menentukan kemajuan suatu Negara.
Undang-Undang Nomor 6 tentang Desa Tahun 2014 disahkan sebagai respon terhadap kebutuhan untuk mengakui dan memperkuat desa dalam struktur pemerintahan Indonesia, demikian Undang-Undang ini juga memberikan otonomi yang lebih luas untuk mengatur daan mengelola urusan administratif dan kepentinganmerekadanmemungkinkanmasyarakatlokaluntukmenjadimandiri,


1




dengan adanya Undang-Undang ini bertujuan untuk memperjelas status hukum desa, serta melestarikan adat dan budaya lokal, dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam setiap pembangunan dengan peraturan yang ada, pada saat ini DesamemilikiwewenanguntukmengaturdanmengurusDesa,termasukmengenai pembangunan-pembangunan yang akan dilakukan tidak perlu ditangani langsung oleh pusat.
Tujuan pemberian otonomi daerah adalah berorientasi kepada pembangunan, pembangunan sebagai sarana untuk mencapai kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab, dan untuk memungkinkan desa agar bias mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan. Dari segi masyarakat sendiri untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dan menumbuhkan masyarakat untuk bisa mandiri melalui pemberdayaan masyarakat agar tidak terlalu bergantung kepada pemberian pemerintah.
Kewenangan Desa menjadi dasar bagi desa untuk mengatur perencanaan Desa, hal ini mengandung makna bahwa perencanaan Desa hanya dapat disusun setelah kewenangan Desa sudah jelas dan ditetapkan melalui peraturan Desa tentang kewenangan Desa. Perencanaan desa pada hakikatnya adalah cara pemerintah desa merencanakan berbagai program dan kegiatan yang menjadi kewenangan desa. Baik kewenangan di bidang penyelanggaraan pemerintahan Desa,pelaksanaanpembangunanDesa,pembinaankemasyarakatanDesa,maupun pemberdayaanmasyarakatDesaberdasarkanprakarsamasyarakat,hakasalusul
10




dan adat istiadat Desa. Perencanaan Desa yang terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM Desa) dan Rencana Kerja Pembanguanan Desa (RKP Desa).KomponenutamadalamdokumenRPJMDesadanRKPDesaadalahrincian bidang-bidang kewenangan Desa atau jenis kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Desa selama 6 tahun untuk RPJM Desa serta 1 tahun Untuk RKP Desa. (Adira,2024)
Tata kekola Dana Desa merupakan salah satu aspek penting dalam meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di desa. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah Indonesia telah mengalokasikan dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk setiap desa. Tujuan utama dari pengalokasiandanainiadalahuntukmengurangikesenjanganantaradesadankota serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa yang selama ini terpinggirkan dalam proses pembangunan nasional.
Pembangunan desa saat ini menjadi salah satu fokus utama pemerintah dalam upayameningkatkan kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Sesuai dengan adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah memberikankewenangandandanayangcukupbesarkepadadesauntukmengelola danatersebut untuk dilaksanakannya pembangunan. Danadesasendiri diharapkan agar menjadi penggerak dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa melalui berbagai program-program dan kegiatan yang harus dilaksanakan.



Dana desa tidak hanya digunakan untuk pembangunan infrastruktur fisik, tetapi juga untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat. Hal ini penting karena pembangunan yang berkelanjutan memerlukan partisipasi aktif dari masyarakat setempat.Pemberdayaanmasyarakatmelaluipelatihan,peningkatankapasitas,dan pengembangan potensi lokal menjadi kunci untuk menciptakan kemandirian ekonomi di desa. Dengan demikian, tata kelola dana desa harus dirancang secara efektif agar dapat memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat, dengan pengelolaan yang baik dan benar sesuai dengan Undang-Undang.
Ada beberapa prinsip yang perlu di perhatikan yaitu prinsip tata Pemerintahan desayang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, dalam Permendagri No. 20 Tahun 2018 sehingga dalam implementasi tata kelola dana desa bersih dan bebas dari KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme). Setiap penetapanAPBDesa,PenyiapanRencana,PenetapanRencanayangakandilakukan harus di ketahui oleh warga desa, Kepala Desa berserta perangkatnya, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) melalui Musrenbang Desa. Pelaksanaan pembangunan harus melibatkan seluruh masyarakat dimana masyarakat berhak mendapatkan informasi dan memantau setiap pelaksanaan pembangunan.
Penggunaan Dana Desa di Desa Pedeslohor lebih berfokus kepada pembangunaninfrastrukturdasarsepertijalan,jembatan,danfasilitasumum,selain itu penggunaan dana desa juga diambil untuk pemberdayaan masyarakat desa termasuk pelatihan keterampilan dan pengembangan usaha mikro.





Tabel1. 1mengenai PendapatanDesa Pedeslohordalam APBDes

	PENDAPATAN
	JUMLAH

	PendapatanAsliDesa
	Rp.201.200.000,00

	PendapatanTransfer
	

	DanaDesa
	Rp.752.407.000,00

	BagiandariHasilPajak danRetribusiDaerahKab
	Rp.48.496.050,00

	AlokasiDanaDesa
	Rp.307.976.000,00

	BantuanKeuanganProvinsi
	Rp.5.000.000,00

	BantuanKeuangan APBDKabupaten
	Rp.50.000.000,00

	PendapatanLain-lain
	Rp.850.000,00

	JUMLAHPENDAPATAN
	Rp.1.365.929.050,00


SumberDokumenRincianPendapatanAPBDes DesaPedeslohor,2023

Pendapatan desa yang diperoleh bukan hanya berasal dari transfer atau bantuan pemerintah namun juga dari sumber-sumber pendapatan asli desa, bagian hasil pajak dan retribusi daerah, dana desa, bantuan keuangan dari provinsi dan kabupaten, dan lain-lain.
Pendapatan Asli Desa adalah pendapatan yang diperoleh dari sumber- sumber yang dikelola oleh desa itu sendiri, seperti pajak desa, retribusi, dan hasil usaha desa. Pendapatan ini merupakan sumber pendanaan yang penting bagi desa untuk membiayai berbagai kegiatan dan program pembangunan, untuk jumlah anggaranyangditerimadalamPendapatanaslidesadiDesaPedeslohorsebesarRp. 201.200.000,00.
Pendapatan transfer desa yang dimana dana yang diterima oleh desa dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten yang tidak berasal dari pendapatan asli desa. Pendapatan ini biasanya digunakan untuk mendukung pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di tingkat desa, untuk PendapatantransferdesadiDesaPedeslohorsebesarRp.1.163.879.050,00yang



didapatkan dari Dana Desa, Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kab, Alokasi Dana Desa, Bantuan Keuangan Provinsi, dan Bantuan Keuangan APBD Kabupaten. Pendapatan lain-lain sebesar Rp. 850.000,00 yang mencakup sumber- sumber pendapatan yang tidak terklasifikasi dalam kategori di atas. Ini bisa termasuk sumbangan, hibah, atau pendapatan dari kegiatan yang tidak rutin. Sehingga untuk total keseleruhan pendapatan Desa Pedeslohor sebesar Rp. 1.365.929.050,00.
Tabel1.2LaporanRealisasi PelaksanaanAPBDesaDesaPedeslohor

	LAPORANREALISASIPELAKSANAANAPBDESAPEMERINTAH DESA PEDESOHOR KECAMATAN JATIBARANG
KABUPATENBREBES
TAHUNANGGARAN2023

	URAIAN
	ANGGARAN (RP)
	REALISASI (RP)
	LEBIH0(KURANG) (RP)

	BIDANGPENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA
	Rp.643.656.322,00
	Rp.626.928.722,00
	Rp.16.727.600,00

	BIDANGPELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
	Rp.513.130.500,00
	Rp.521.455.500,00
	Rp.8.325.000,00

	BIDANGPEMBINAAN KEMASYARAKATAN
	Rp.18.900.000,00
	Rp.11.830.000,00
	Rp.7.070.000,00

	BIDANGPEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	Rp.39.619.000,00
	Rp.34.619.000,00
	Rp.5.000.000,00

	BIDANGPENANGGULANGAN
BENCANA,DARURATDAN MENDESAKDESA
	Rp.140.197.500,00
	Rp.140.197.500,00
	Rp.0,00

	JUMLAHBELANJA
	Rp.1.355.503.322,00
	Rp.1.335.030.722,00
	Rp.20.472.600,00

	SURPLUS/(DEFISIT)
	Rp.10.425.728,00
	Rp.24.993.645,00
	(14.567.917,00)

	PEMBIAYAAN
	
	
	

	PenerimaanPembiayaan
	9.574.272,00
	9.574.272,00
	0,00

	PengeluaranPembiayaan
	20.000.000,00
	20.000.000,00
	0,00

	PEMBIAYAAN NETTO
	

(10.425.728,00)
	(10.425.728,00)
	

0,00

	SILPA/SiLPATAHUN BERJALAN
	0,00
	14.567.917,00
	(14.567.917,00)


SumberDokumenLaporanRealisasiAPBdesaTahun2023



Laporan realisasi APBDesa merupakan dokumen penting bagi berbagai pihak, termasuk Pemerintah Desa sebagai bahan evaluasi kinerja dan perencanaan anggaran tahun berikutnya, Masyarakat Desa sebagai sarana untuk mengetahui bagaimanadanadesadigunakan,danPemerintahDaerahsebagaibahanmonitoring dan evaluasi pelaksanaan pemerintahan desa.
Berdasarkan tabel diatas maka dapat dilihat penggunaan dana desa dalam beberapabidangpembangunantahun2023senilaiRp.752.407.000,00yangterdiri dari Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa senilai Rp. 81.635.000.00 , Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa senilai Rp. 471.455.500,00 , Bidang PembinaanKemasyarakatanRp.4.500.000,00,BidangPemberdayaanMasyarakat Rp.34.619.000,00,danBidangPenanggulanganBencana,DaruratDanMendesak Desa Rp. 136.800.000,00.
DesaPedeslohoryangmerupakansalahsatudesayangberadadiKecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah. Dalam tahap pelaksanaan di Desa Pedeslohor masih belum sepenuhnya menerapkan prinsip transparansi, yang dibuktikan dengan kurangnya dalam memanfaatkan papan informasi yang menyebabkan masyarakat kesulitan dalam melihat jadwal pelaksanaan kegiatan tetapi menganut prinsip akuntabilitas yang dibuktikan dengan seluruh aktivitas yang dilaporkan dalam laporan. Meskipun akuntabilitas teknis juga sudah ada sesuai dengan peraturan yang berlaku, namun pada sumber daya manusia masih kurang dalam pengelolaan administrasi keuangan sehingga mengakibatkan keterlambatan penyampaian laporan pertanggungjawaban. Lemahnya pembangunanterhadapkebutuhanmasyarakatsepertikebutuhandasar,pelayanan



dasar, lingkungan hidup dan pemberdayaan masyarakat masih terlihat pada ketimpangan, kemiskinan dan pengangguran.
Data yang didapatkan ketika melakukan prariset dengan sekretaris desa bahwapenggunaandanadesadi DesaPedeslohor dalampembangunaninfrastruktur yaitu jalan rabat beton di Rw 01, dalam pendidikan yaitu pagar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), pembangunan bedah rumah, dan pembangunan sanitasi yaitu jamban padatigarumah wargapedeslohor,Tim PelaksanaKegiatan Ega, Rosikin, Agus Setiawan. Pada pemberdayaan masyarakat dana desa digunakan dalam Pelatihantatabogayangdilakukanduakalidalamsetahun,KegiatanPemberdayaan KesejahteraanKeluarga,PosyandusatubulansekalidisetiapRW,ParentingPAUD yang dilakukan dua kali dalam setahun, dan pelatihan perangkat desa yang dilakukan satu tahun sekali.
Dalam tata kelola dana desa yang baik meliputi perencaan, pelaksaan, pengawasan serta pertanggungjawaban secara transparan. Hal ini bertujuan untuk memastikanbahwadanayangdialokasikandapatdimanfaatkansecaraoptimaldan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Namun, dalam praktiknya, seringkali terdapat kendala seperti kurangnya pemahaman aparat desa mengenai manajemen keuangan dan minimnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan. Oleh karenaitu, diperlukan strategi yang melibatkan masyarakat secaralangsung dalam setiap tahap pengelolaan dana desa. Namun, pengelolaan dana desa sering kali menghadapiberbagaitantangan.Minimnyakapasitassumberdayamanusia(SDM) di tingkat desa, kurangnya pemahaman tentang manajemen keuangan, serta rendahnyapartisipasimasyarakatdalamperencanaandanpelaksanaanprogram



pembangunan menjadi faktor-faktor yang menghambat efektivitas penggunaan dana desa. Selain itu, adanya potensi penyimpangan dan korupsi juga menjadi masalah serius yang perlu diatasi.

TataKeloladanadesayangefektifsangatpentinguntukmemastikanbahwa dana desa yang dialokasikan dapat digunakan secara optimal. Hal ini mencakup perencanaan yang partisipatif, pengawasan yang transparan, serta pelibatan masyarakat dalam setiap tahap pengelolaan. Dengan demikian, tata kelola dana desa yang baik tidak hanya akan meningkatkan pembangunan fisik, tetapi juga memberdayakanmasyarakatuntukberperanaktifdalamprosespembangunan.Dari uraiaan di tersebut maka dilakukan penelitian dengan judul “Tata Kelola Dana DesaDalamPembangunanDiDesaPedeslohorKecamatanJatibarangTahun 2023”Melaluipenelitianini,penulisinginmengetahuilebihdalamtatakeloladana desa untuk meningkatkan pembangunan di Desa Pedeslohor. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam pengembangan kebijakan dan praktik pengelolaan dana desa di Indonesia, serta mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan di tingkat desa.

I.2 RumusanMasalah


Berdasarkandariuraianlatarbelakangdiatas,makapenelitidapat merumuskan masalah sebagai berikut yaitu:

1. BagaimanatatakeloladanadesadalampembangunandiDesaPedeslohor?



2. Kendala apa saja yang muncul dan alternatif solusi dalam tata kelola dana desa dalam pembangunan di Desa Pedelohor?

I.3 Tujuan Penelitian


Berdasarkanpadarumusanmasalahdiatasmakatujuanpenelitianinisebagai berikut:

1. Untuk menggambarkan tata kelola dana desa dalam pembangunan di Desa Pedeslohor.
2. Untuk mendeskripsikan kendala apa saja yang muncul dan alternatif solusi dalam tata keloladana desa dalam pembangunan di Desa Pedeslohor.

I.4 ManfaatPenelitian


Manfaatdaripenelitianinidiharapkansebagaiberikut:


1. SecaraTeoritis


Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran ilmiah bagi peneliti selanjutnya terutama pada penelitian terkait pengelolaan dana desadalam meningkatakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

2. SecaraPraktis



Diharapkan bahwa hasil dari penelitian ini dapat menjadi masukan ataubahanevaluasipemerintahdalammeningkatkanpembangunandan pemberdayaan masyarakat.



BAB II TINJAUANPUSTAKA
Tinjauan Pustaka adalah proses mengumpulkan, menganalisis, dan merangkuminformasidariberbagaisumberyangberkaitandengantopikpenelitian atau penulisan, sumber tersebut biasanya berupa buku, jurnal, artikel, laporan penelitian, dan sumber terpercaya lainnya. Tujuan utama dari tinjauan pustaka untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai topik penelitian, dengan mengkaji berbagai perspektif dan hasil penelitian sebelumnya, peneliti dapat memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif terhadap masalah yang ditelitinya.
II.1 KerangkaTeori

Kerangka teoritis adalahstruktur konseptual yang menjadi dasar suatu penelitian, sederhananya kerangka teori merupakan suatu “peta” yang membantu penelitimemahami dan menjelaskan fenomena yang ditelitinya. Kerangka teori ini didasarkan pada teori yangada, konsep terkait, dan penelitian sebelumnya, ciri-ciri utama kerangka teori yaitu memberikan landasan yang kuat dengan memberikan landasan yang kokoh bagi penelitian sehingga temuan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.
II.1.1 PenelitianTerdahulu

Penelitian terdahulu adalah penelitian yang telah dilakukan oleh penelitisebelumnyauntukdijadikansebagaiacuanpadapenelitianiniagar penelitianinitidakpersissepertipenelitianyangpernahdilakukandengan
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penelitian sebelumnya. Penelitian terdahulu untuk membandingkan hasil penelitian sebelumnya dengan penelitian yang sedang dilakukan untuk melihat persamaan dan perbedaannya. Selain itu penelitian terdahulu juga bisadijadikansebagaireferensidaripenelitianinibaikdarimetodemaupun kesimpulan. Dengan melihat penelitian sebelumnya, peneliti dapat lebih fokuspadamasalahyangbelumterpecahkanatauaspekyangbelumbanyak diteliti.
Tabel2.1PenelitianTerdahulu

	No
	Nama Peneliti
	Judul
	Hasil
	Persamaan
	Perbedaan

	1.
	Ricky Hardian Rachmat Hidaya, 2020
	Analisa Penggunaan Dana		Desa (Dd)	Dalam Pembanguna nInfrastruktur Desa
(StudiKasus Di	Desa Lembuak Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat)
	Hasil	dari
penelitian menunjukkanbahwa	pemerintah diDesaLembuak telahmenggunakan ataumemanfaatkan DanaDesauntuk pelaksanaan pembangunandalam		rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Penggunaan	DD dalampembangunan infrastruktur
desasudahsesuai denganperundang- undangan	maupun ketentuan- ketentuan		yang berlaku.
	Persamaan dalam penelitian ini		pada penggunaa n	Dana Desadalam pembangu nan infrastrukt ur Desa.
	Perbedaanya terdapat	pada objekpenelitiandan metode peneitianyang akan digunakan, padapenelitian tersebut menggunakan pendekatan kualitatif dengan observasi sedangkanpadapenelitian ini	kualitatif deskriptif.

	2.
	Suryadi, 2022
	Analisa Perencanaan Anggaran Dana	Desa
	Hasil	penelitian menunjukkan bahwaPerencanaan Anggaran		Dana
	Fokus pada Perencana an
	Padapenelitian tersebut		lebih membahaspada	Analisa
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	(ADD)	Di
Muer Kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa Tahun2020
	Desa						untuk pelayanan			Sarana dan		Prasarana Masyarakat					Di Desa						Muer Terselesaikan dengan			optimal, dan	kurangnya transparansi informasi				terkait perencanaan
kegiatan.
	Anggaran DanaDesa
	Perencanaan AnggaranDana	Desa sedangkanpadapenelitian ini	membahas tentangstrategi pengelolaan dana			desa dalam pembangunan.

	3.
	Hidayah, 2020
	Analisis Sistem		Tata KelolaDalam Pengelolaan Dana	Desa
Pada	Desa Rejotengah Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan Jawa Timur.
	Sistemtatakelola pengelolaan			dana desa	di			Desa Rejotengah mengikutiPeraturan	Menteri Dalam			Negeri Nomor20Tahun
2018.	Namun, akuntabilitas pemerintah			desa belumsepenuhnya dikatakanakuntabel karena		tahap
pelaporan		masih kurang	maksimal. Meskipundemikian, transparansidalam pengelolaan			dana desatelahtercapai melaluipenggunaanmedia yang		mudah diakses					oleh
masyarakat.
	Persamaan dari penelitian ini		pada tujuannya untuk meningkat kan pemahama n	tentang pengelolaa n		dana
desa		dan dampakny aterhadap masyaraka tdesadan berfokus pada pengelolaa n	dana desa
	Perbedaanya daripenetilian ini	berfokus
pada	analisis
sistem	tata
kelola		dalam pengelolaan dana			desa, khususnya				di Desa Rejotengah,dan	menilai akuntabilitas serta transparansi pengelolaan dana				desa sedangkan penelitianyang akandilakukan tentang					tata
kelola	dana
desa	dalam pembangunan.

	4.
	Fitrah and Fachrin, 2023
	Tinjauan Empirik Implementasi DanaDesaDi Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba
	Hasil	penelitian menunjukanbahwa pengimplementasia n	dana		desa	di Kecamatan Gantarang			belum maksimal			karena kurangnya
	Fokuspada perencana an		dan penggunaa n	dana desadalam
	Peneitian tersebut terfokus menggunakan tiga	Desa sebagaisalah satuinstrument pemerintah






	
	
	
	penginformasian perencanaanterkait programkerjake masyarakat			desa dalammerumuskan program	kerjanya danjugakurangnya sosialisasi		terkait programkerjayang telahdisusunoleh desa	dan		akan
dilaksanakan.
	pembangu nan.
	daerah		dalam implementasi dana	desa	di Kecamatan Garantarang sedangkanpadapenelitian ini		hanya memfokuskan padasatudesa saja.

	5.
	Setiawan and Marpaun g 2021
	Implementasi Tata Kelola Dana Desa Dalam Peningkatan Taraf Kesejahteraa n Desa
	Pengelolaan			Dana Desa	di	Pekon Gunung				Ratu, KecamatanBandar Negeri			Suoh, Kabupaten Lampung	Barat, telah sesuai dengan Peraturan PemerintahNo.60
Tahun2014,namun pelaksanaannya belum		maksimal. Terdapat			kendala teknis	dan	non- teknis				yang menghambat implementasi		tata keloladanadesa, termasukkurangnya pemahamanaparat pemerintah mengenaitugasdan fungsi			masing-
masing	serta minimnya sumber daya manusia.
	Persamaan pada penelitian initeretak padafokus pengelolaa n	dana desa.
	Perbedaanpadapenelitian tersebut		lebih kepada berfokuspada evaluasisistem tatakeloladan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa.sedangka n penelitian ini lebih	fokus
kepada	tata
kelola	dana
desa	dalam pembangunan.





II.1.2 TataKelolaDanaDesa

A. TataKelola
Tatakelolaadalahsuatusistemyangmenentukancarapengelolaandanarah suatuorganisasi,baikituperusahaan,pemerintah,ataulembagalainnya.Sistemini mencakup seluruh proses, kebijakan, aturan, dan struktur yang memengaruhi pengambilan keputusan, pengelolaan sumber daya, dan pencapaian tujuan organisasi. Tata kelola dana desa merupakan proses pengelolaan yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam menggunakan Dana Desa, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pengelolaan ini harus mengikuti prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat, serta dilakukan secara tertib dan disiplin anggaran sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018. Prosesnya meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Menurut (Kaufmann 1999), tatakelola bersangkutpaut dengan tiga perspektif, yaitu: (i) proses dengan mana pemerintah suatu pemerintahan dipilih, diselenggarakan, dijaga akuntabilitasnya, diawasi, dan diganti; (ii) kapasitas pemerintah untuk mengelola sumberdaya secara efisien, merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan serta regulasi; dan (iii) ruang publik untuk dapat mengakses pelayanan dan berpartisipasi dalam pelaksanaan. Tata kelola pemerintahan merupakan suatu konsep multidimensi yang terdiri dari variabel politik,ekonomidansosialbudayayangmenentukanapakahkebijakanpublikyang dibuatolehpemerintahdapat mencapaitujuan yangditargetkandanmeningkatkan



kesejahtteraan masyarakat (Sumarto, Suryahadi, and Arifianto 2004). (Lloyd and Aho 2020) mengidentifikasi empat fungsi utama dalam pengelolaan, yaitu:
a. Perencanaan(Planning)

Proses ini melibatkan penyusunan rencana yang mencakup penetapan tujuan, prosedur, target, serta pemilihan alternatif atau opsi terbaik yang memungkinkan.
b. Pengorganisasian(Organizing)

Fungsi ini terdiri dari penggolongan dan pembentukan kelompok, pembuatan uraian tugas dan tanggung jawab, serta pembagian kerja. Pengorganisasian juga mencakup pengaturan berbagai aktivitas yang diperlukan untuk mencapai tujuan, penempatan personel sesuai dengan kegiatan yang ada, penyediaansaranaprasarana,danpendistribusianwewenangkepadaindividuyang ditugaskan. Dengan demikian, pengorganisasian berusaha menciptakan hubungan interpersonal dan perilaku yang efektif di dalam organisasi, sehingga setiap individu dapat bekerja sama dalam tim untuk mencapai tujuan bersama, sambil tetap mendapatkan kepuasan kerja.
c. Mengarahkan,Menggerakkan,danMemimpin (Directing,Activating,Leading)

Fungsiinimencakuppengarahan,penggerakan,dankepemimpinananggota organisasi atau staf agar mereka dapat bekerja dengan efisien dan efektif dalam mencapai tujuan organisasi.



d. Mengendalikan(Controlling)

Pengendalian berfokus pada pengawasan hubungan dan interaksi serta kinerja tim agar tetap selaras dengan rencana dan Standar Prosedur Operasional (SPO). Dalam fungsi ini, terdapat kegiatan pengukuran, pengoreksian, atau perbaikan terhadap kesalahan atau penyimpangan yang mungkin terjadi selama pelaksanaan kerja.
Diperlukan sistem pengawasan terhadap pengelolaan dana desa guna meningkatkan akuntabilitas, untuk meningkatkan keefektifan mekanisme pengawasan dan meminimalisir terjadinya pelanggaran, maka akan diberikan sanksipada pihakyang melaksanakan tugas apabilatidaksesuaidengan ketentuan yang berlaku. Dengan pengelolaan yang terstruktur, proses kerja menjadi lebih terorganisir, komunikasi lebih lancar, pengambilan keputusan lebih cepat, dan potensi kesalahan atau konflik dapat diminimalkan. Pengelolaan sering kali melibatkan pemimpin atau sekretaris yang bertanggung jawab mengarahkan, mengawasi, dan mengoordinasikan kegiatan untuk memastikan tercapaian suatu tujuan.
B. DanaDesa

Dana desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara diperuntukkan bagi desa dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaanmasyarakatdesa.KehadirandanadesadiIndonesiamenjadi



semangatbaruyangdiharapkandapatdikeloladenganbaikuntukmewujudkan desa mandiri dan masyarakat yang sejahtera (Mu’iz Raharjo, 2020)
DalamUUNomor6Tahun2014danadesaadalahdanaperimbanganyang diterima Kabupaten/Kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah dan pemberdayaan masyarakat. Dimana dalam Undang-Undang Desa ini memberikan wewenang kepada Desa untuk melakukan pembangunan dan meningkatkankesejahteraanmasyarakat melalui potensiyangdimiliki olehDesa untuk meningkatkaan ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat.
Setiap tahun Desa menerima anggaran yang cukup besar dari pemerintah pusat yang didistribusikan melalui rekening kas Desa, agar dana tersebut bisa digunakanuntukmodalpengelolaanpotensidesayaituBadanUsahaMilikDesa (BumDesa) untuk meningkatkan perekonomian Desa, peningkatan usaha Desa. Selain itu Dana Desa juga digunakan untuk mengentaskan masyarakat yang kurang mampu atau miskin dalam memenuhi kebutuhan primer pangan, sandang, dan papan masyarakat.
Menurut (Adira, 2024) dalam PP. Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari APBN, yang dimana pada prinsipnya dana desa dialokasikan dalam APBN untuk membiayai kewenangan yang menjadi tanggungjawab desa. Namun, untuk mengoptimalkan penggunaan dana desa sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang, penggunaan dana desa diprioritaskanuntukmembiayaipembangunandanpemberdayaanmasyarakat,



antara lain pembangunan pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
Tata kelola Dana Desa diketahui oleh Kepala Desa dan Sekretaris Desa dengan atas kepentingan dari masyarakat dan disepakati dalam musyawarah desa, kebutuhan pembangunan yang paling utama untuk dilakukan sebagai fondasimasyarakatterutamapadadaerahpedesaanyangsangatbergantungpada sektorpertaniansebagaisumbermatapencarianpalingutama.Tatakelolaadalah sistem aturan, praktik, dan proses yang digunakan untuk mengelola sumber daya. Dalam konteks dana desa, tata kelola yang baik meliputi transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam merencanakan dan melaksanakanprogram.Halinipentingagardanayangditerimabisadigunakan secara efektif.
Berdasarkan PP No 22 Tahun 2015 Penyaluran dana desa dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan dengan ketentuan:
a. tahapIpadabulanAprilsebesar40%(empat puluhper seratus)

b. tahapIIpadabulan Agustus sebesar 40% (empat puluh perseratus)

c. tahapIIIpadabulanOktober sebesar20% (duapuluh perseratus)

C. KeuanganDesa

Menurut (Adira, 2024), sesuai dengan Permendagri No. 13 Tahun 2014 makayangdisebutdengankeuanganDesaadalahsemuahakdankewajibandesa yangdapatdinilaidenganuangsertasegalasesuatuberupauangdanbarangyang berhubungandenganpelaksanaanhakdankewajibanDesa.Salahsatudarihak



Desaadalahmendapatkansumberpendapatanbaikdaripemerintahdaerahyaitu Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah, bagian dari Dana perimbangankeuanganpusandandaerahyangditerimaolehpemerintahdaerah, alokasi anggaran dari APBN, bantuan keuangan dari APBDaerah. Dengan banyaknya sumber keuangan yang di dapatkan oleh Desa karena itulah penggunaan keuangan harus dilakukan secara tertib, baik, transparan dan akuntabel agar tidak terjadi penyelewengan, dan penggunaan keuangan Desa bisa salurkan dengan baik.
D. SumberPendapatanDesa

SumberpendapatanDesasesuaidenganUUNomor6Tahun2014Pasal71 ayat (2) sumber pendapatan desa bersumber dari;
a. pendapatanasliDesaterdiriatashasilusaha,hasilriset,swadayadan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa
b. alokasiAnggaranPendapatandanBelanjaNegara;

c. bagiandarihasilpajak daerahdanretribusidaerahKabupaten/Kota;

d. alokasidanaDesayangmerupakanbagiandaridanaperimbanganyang diterima Kabupaten/Kota;
e. bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;
f. hibahdansumbangan yangtidakmengikatdari pihakketiga;dan

g. lain-lainpendapatanDesayangsah.



Sumber pendapatan desa bisa dilihat bahwa pendapatan desa mulai dari pendapatan aslidesayangbersumberdaridarisumberdayadesasendiri,serta hasil pajak daerah, bantuan keuangan APBD dan pendapatan desa yang sah.
E. BelanjaDesa

Sesuai dengan prioritas Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah, belanja desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang diputuskan dalam musyawarah desa. Segala pengeluaran atau alokasi keuangan yang dilakukan pemerintah desa untuk melaksanakan suatu program atau pembangunan yang diputuskan dalam musyawarah desa disebut dengan belanja daerah. Belanjadesa merupakan bagian terpenting dalam pengelolaan keuangan Dana Desa yang digunakan untukkepentinganmasyarakatdandilakukansecaratransparandanakuntabel.
F. AsasKeuanganDesa

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negri Republik IndonesiaNo. 20 Tahun 2018, asas pengelolaan keuangan desa diatur dalam Pasal dua. Pasal ini menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan desa harus dilakukan berdasarkan asas transparansi, akuntabilitas, partisipasi, tertib dan disiplin anggaran.
a) Transparansi, dalam pengelolaan dana desa diartikan sebagai menjamin bahwa masyarakat mempunyai akses terhadap segala informasi yang berkaitan dengan penggunaan dan penatausahaan keuangan desa. Dalam implemenasinya pemerintah desa wajib memberikan informasi yang transparanmengenailaporankeuangan,rencanaanggaran,danpenggunaan



dana melalui forum, website desa, dan papan pengumuman dapat digunakan.
b) Akuntabilitas, diartikan sebagai tugas pemerintah desa untuk mengawasi keuangan desa dan memberikan laporan yang transparan mengenai penggunaannya. Pemimpin dan aparat desa diharuskan untuk membuat laporan keuangan yang tepat waktu dan akurat serta siap menjelaskan bagaimana uang digunakan oleh masyarakat
c) Partisipasi, diartikan sebagai mengikutsertakan masyarakat dalam perancangan, pelaksanaan, dan pengawasan operasi keuangan desa. Untuk menetapkan prioritas penggunaan uang desa, masyarakat harus dilibatkan dalam musyawarah desa. Pemerintah desa harus memastikan bahwa program-programyangdilaksanakannyamemenuhikebutuhandanharapan masyarakat serta memberikan rasa kepemilikan yang lebih besar kepada mereka dengan melibatkan masyarakat.
d) Tertib, yaitu kepatuhan terhadap protokol dan aturan yang telah ditetapkan merupakan hal yang penting untuk dilakukan seperti dalam hal perencanaan,pelaksanaan,danpelaporandanadesa,pemerintahdesaharus mematuhi semua peraturan perundang-undangan. Untuk mencegah kesalahan dan ketidakkonsistenan penggunaan dana desa.
e) Disiplin anggaran, mengharuskan keuangan desa digunakan sesuai dengan anggaran yang telah disetujui dan disusun. Pemerintah desa bertanggung jawab untuk memastikan bahwa dana dialokasikan untuk kegiatan yang direncanakandanpengeluarantetapsesuaianggaranyangdialokasikan.



Mengontrol pengeluaran dan melakukan penilaian rutin untuk menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan dana untuk menjamin kedisiplin anggaran.
Dalam tata kelola dana desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Perencanaan sendiri dalam tata kelola dana desamerupakanperencanaanpenerimaandanpengeluaranpemerintahanDesapada tahun anggaran berkenaan yang dianggarkan dalam APB Desa. Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa adalah langkah nyata dalam mengimplementasikan anggaranpendapatandanbelanjadesa.Prosesinimencakuppengadaanbarangdan jasa, serta proses pembayaran yang diperlukan. Tahap pelaksanaan ini merupakan rangkaiankegiatanyangbertujuanuntukmerealisasikanAPBdesasepanjangtahun anggaran, yang dimulai dari 1 Januari hingga 31 Desember. Penatausahaan, pada tahapinimencakupprosespencatatansemuatransaksikeuanganyangterjadidalam satu tahun anggaran. Selain itu, kegiatan pengelolaan keuangan memiliki peranan penting dalam mengendalikan pelaksanaan APBD. Hasil dari proses ini adalah laporan yang digunakan sebagai pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan itu sendiri.
Selanjutnya, pelaporan merupakan kegiatan yang bertujuan untuk mengkomunikasikan hasil kerja yang telah dilakukan selama periode tertentu. Ini adalahwujuddaripelaksanaantanggungjawabterhadaptugasdanwewenangyang telahdiberikan.Laporaninimenyajikandatadaninformasimengenaikegiatanatau kondisiyangrelevandengantanggungjawabyangdiemban.Danyangterakhir



adalah Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa disampaikan setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati atau Wali Kota, serta dalam forum musyawarah desa.
II.1.3 PembangunanDesa
Pembangunanmenurut(KartonoandNurcholis,2016)sebagaisuatuproses perencanaan (social plan) yang dilakukan oleh birokrat perencanaan pembangunan untuk membuat perubahan sebagai proses peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat. katualisasi pembangunan merupakan proses perbaikan yang berkesinambungan pada suatu masyarakat menuju kehidupan yang lebih baik atau lebih sejahtera sehingga terdapat beberapa cara untuk menentukan tingkat kesejahteraan pada suatu negara. Sedangkan menurut (Sumodiningrat, 2016)pembangunan adalah proses perubahan struktur masyarakat yang berdasarkan kemampuan sendiri, mensyaratkanlima kegiatan pembangunan yang tidak terpisahkan dan membentuk circular flow, yaitu (1) produksi dan penciptaan lapangan kerja (2) meningkatkan pendapatan guna (3) meningkatkantabunganyangbergunabagi(4)pembentukanmodalagarterjadi
(5) perubahan teknologi. Bisa dilihat bahwa pembangunan masyarakat berdasarkan masyarakat sendiri dengan adanya penciptaan lapangan kerja yang disediakan oleh pemerintah sehingga perekonomian pun akan membaik karena pembangunan ekonomi mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan pembangunan.
Pembangunganmerupakansuatuprosesyangharusdijalaniolehmasyarakat danbangsa.Pembangunanmenggunakanpendekatanpartisipatifyangmelibatkan



masyarakat dalam keputusan, dapat mempercepat proses pembangunan dan memastikan bahwa program yang dijalankan memang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.Pembangunanmenjadikanmasyarakatuntukmencapaikondisiyang adil dan sejahtera, dengan begitu sangat dibutuhkan peran masyarakat dalam setiap pembuatan kebijakan-kebijakan mengenai pembangunan yang akan dilasanakan, bukan hanya masyarakat saja tetapi pemerintah juga harus berperan aktif dalam pembuatan kebijakan mengenai pembangunan karena dalam pembuatan kebijakan dilandasi oleh dua hal yaitu keinginan dari pembuat (pemerintah) dan aspirasi dari masyarakat.Pembangunan desa tidak hanya berkaitan dengan infrastruktur, tapi juga dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat.
Menurut Syafrizal 2012 Pembangunan desa merupakan perumusan kebijakan pembangunan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi desa melalui strategi pemecahan masalah dasar, strategi pemecahan masalah, kebijakan pendukung (tidak langsung) dan kebijakan berorientasi program (langsung).
Untuk mencapai kesejahteraan masyarakat yang merupakan cerminan kemajuan di segala bidang kehidupan, karena itu pembangunan bukan hanya menjadi tugas pemerintah saja tetapi juga seluruh masyarakat. Untuk mencapai pembangunan partisipatifyaitu pembangunan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat dimulai dari desa. Pembangunan di desa dilaksanakanuntuk (Sumodiningrat, 2016);
1. Meningkatkankesejahteraanmasyarakat



Pembangunan yang menjadi fokus utama pada Desa akan menjadi akses lebih baik terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Hal ini akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa.
2. Pemberdayaanekonomilokal

Desa memiliki potensi untuk menciptakan lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan berbasis potensi lokal seperti pengembangan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) untuk meningkatkan kapasitan ekonomi masyarakat di tingkat lokal agar mereka dapat mandiri dan mampu memanfaatkan sumber daya yang ada secara optimal.
3. Mengurangikesenjangan antarakotadandesa

Dengan pembangunan desa dapat mengurangi kesenjangan antara desa dan kota, serta mencegah urbanisasi berlebihan.
4. Partisipasimasyarakat

Dalam upaya meningkatkan pembangunan desa sangat diperlukan partisipatif dari masyarakat untuk meningkatkan rasa kepemilikan dan tanggung jawab terhadap hasil pembangunan.
II.2 DefinisiKonsep

1. TataKelolaadalahsuatusistemyangmenentukancarapengelolaandan arah suatu organisasi, baik itu perusahaan, pemerintah, atau lembaga lainnya.



2. Dana desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara diperuntukkan bagi desa dalam membiayai penyelenggaraanpemerintahan,pelaksanaanpembangunan,pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa.
3. Pembangunan desa berarti melakukan upaya sistematis untuk memperbaiki dan mengembangkan infrastruktur, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat di tingkat desa.
II.3 Pokok-Pokok Penelitian
Pokok-pokok penelitian adalah ruang lingkup penelitian yang membentuk kerangka sebuah penelitian. Ini seperti pondasi yang kuat bagi sebuah bangunan. Pokok-pokok penelitianini menjadi pedoman bagi peneliti dalam menjalankan seluruh proses penelitian, mulai dari perumusan masalah hingga penarikan kesimpulan. Tata kelola dana desa merupakan sistem yang menentukan cara pengelolaandanadesadengantujuanmeningkatkanpelayanankepadamasyarakat di Desa Pedeslohor Kecamatan Jatibaranng Kabupaten Brebes yang diteliti dari aspek-aspek:
1. Perencanaan

2. Pelaksanaan

3. Penatausahaan
4. Pelaporan
5. Pertanggungjawaban

6. Meningkatkankesejahteraanmasyarakat

7. Pemberdayaanekonomilokal



8. Mengurangikesenjangan antarakotadandesa

9. Partisipasimasyarakat

10. KendaladanSolusidaripermasalahanyangada

II.4 Alur Pikir
TataKelolaDanaDesa
· Perencanaan
· Pelaksanaan
· Penatausahaan
· Pelaporandan
· Petanggungjawaban
PembangunanDesa
· Meningkatkankesejahteraan masyarakat
· Pemberdayaanekonomilokal
· Mengurangikesenjangan antara kota dan desa
· Partisipasimasyarakat
PermendagriNo20Tahun2018
UUNo6Tahun2014
SudahBerjalanDengan Baik atau Belum


Gambar2. 1AlurPikir

BAB III METODEPENELITIAN

III.1 Jenis danTipePenelitian

Pada penelitian ini menggunakan metode kualitatif adalah pnendekatan penelitian yang berfokus pada pemahaman mendalam tentang fenomena sosial, perilaku, dan pengalaman manusia. Menurut (Sugiyono, 2013) metode kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek alamiah dan dimana peneliti adalah instrument utama. Teknik pengumpulan datanya menggunakan triangulasi (gabungan), teknik analisis datanya berupa induktif atau kualitatif.
Penelitian,sebagaisuatusistemilmupengetahuan,memegangperankrusial dalampengembangandisiplinilmuitusendiri.Parapenelitimenempatiposisiyang sangat penting dalam dunia ilmu pengetahuan, berfungsi untuk mengembangkannya serta menjaga agar tidak punah. Melalui penelitian, ilmu pengetahuan dapat diperbarui dan ditingkatkan, menjadikannya lebih modern dan relevan. Kegiatan penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan temuan yang dapat dipercaya dan memiliki validitas yang dapat diuji. Berdasarkan tingkat eksplanasi tipe penelitian dikelompokkan menjadi tiga jenis yaitu:
a. Penelitiandeskriptif

Tujuan dari penelitian deskriptifadalah untuk memberikan gambaran yang akurat mengenai suatu objek, baik itu terkait mekanisme suatu hubungan maupunprosesyangterjadi.Penelitianinimenyajikaninformasidasartentang
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hubungan tersebut dan juga dapat menyimpan informasi yang bersifat kontradiktif mengenai subjek yang diteliti. Secara keseluruhan, penelitian deskriptif bertujuan untuk memperoleh deskripsi yang lengkap dan akurat tentang fenomena yang sedang diteliti.
b. Penelitiankomparatif

Penelitian komparatif bertujuan untuk menekankan perbandingan antara variabel atau kelompok responden tertentu, berdasarkan hasil yang diperoleh dari penelitian yang dilaksanakan.
c. Penelitianasosiatif

Penelitian korelasi bertujuan untuk mengidentifikasi apakah terdapat hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya. Sebagai catatan, penelitian ini tidak mempersepsi hubungan sebab-akibat, melainkan hanya mengamati apakah ada keterkaitan antara dua variabel atau lebih.
Berdasarkan dari tiga penelitian yang telah diuraikan di atas, dalam peneitian ini penulis menggunakan tipe penelitian deskriptif, penelitian ini termasuk kedalam penelitian deskriptif karena untuk menggambarkan tata kelola dana desa dalam pembangunan di Desa Pedeslohor.
III.2 Lokus Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada tata kelola dana desa dalam pembangunan di Desa yang berlokasi di Kantor Kepala Desa Pedeslohor, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah 52261. Alasan peneliti mengambil penelitian mengenai tata kelola dana desa di Desa Pedeslohor penting karena dana desa memilikiperanstrategisdalampembangunan.Penelitianinidapat
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mengidentifikasi mengenai tata kelola dana desa secara mendalam dalam implementasinya, dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat, dan tantangan dalam implementasinya serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan.
III.3 JenisdanSumberData
Jenisdatadalamsebuahpenelitianterdapat duajenis datayaitu:

a. SumberDataPrimer

Data primer merupakan data yang diambil langsung oleh peneliti tanpa melalui pihak lain terlebih dahulu, data primer diperoleh secara langsung dari lapangan (sumber data) melalui wawancara terhadap informan.
b. SumberDataSekunder

Datasekundermerupakandatayangdiperolehsecaratidaklangsung dari lapangan. Data sekunder bersifat mendukung data primer, data sekunder dari penelitian ini berupa buku literatur, dokumen, dan bacaan yang berhubungan dengan Tata Kelola Dana Desa dalam Meningkatkan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Pedeslohor.
III.4 InformanPenelitian

Informan penelitian adalah individu yang dipilih secara khusus untuk memberikan informasi atau narasumber. Informan dianggap mengetahui permasalahandalampenelitiandanwawasanmendalamdarisudutpandangmereka sendiri.Informandalampenelitianiniterdiridaripihak-pihakyangberhubungan



tentangTataKelolaDanaDesadalamPembangunandiDesaPedeslohor.Informan dalam penelitian ini antara lain:
1. KepalaDesaPedeslohor	: 1 Orang
2. SekretarisDesaPedeslohor	: 1 Orang
3. AnggotaBadan PermusyawaratanDesa(BPD):1 Orang

4. MasyarakatDesaPedeslohor	: 6 Orang

III.5 TeknikPengumpulanData

Teknikpengumpulandatasuatumetodeyangdigunakanolehpenelitiuntuk mengumpulkan informasi yang relevan dengan topik penelitian. Pemilihan teknik yangtepatsangatpenting untukmendapatkandata yangakuratdanvalid danhasil penelitian sangat dipengaruhi oleh data dan cara yang digunakan untuk mengumpulkannya. Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai setting, berbagai sumber, dan berbagai cara. Bila dilihat dari setting-nya, data dapat dikumpulkan pada setting alamiah (natural setting), pada laboratorium dengan metode eksperimen, di rumah dengan berbagai responden, pada suatu seminar, diskusi, di jalan dan lain-lain (Sugiyono, 2013). Terdapat beberapa teknik pengumpulan data yang diterapkan dalam penelitian ini yaitu:
a. Study kepustakaan : dengan cara mempelajari literatur-literartur, serpti teori- teori dan karya ilmiah lainnya yang diperlukan sebagai landasan teoritis perubahan yang ada hubungannya dengan penelitian ini.
b. Study lapangan



Penelitian ini dilakukan secara langsung oleh peneliti terjun ke tempat atau lokasi untuk memperoleh data secara akurat dan dapat dipertanggunggjawabkan.
c. Observasi,

Suatu metode pengumpulan data dimana peneliti mengamati subjek penelitian secara langsung, dengan melakukan hal ini, peneliti akan lebih siap untuk memahami konteks data dalam lingkungan sosial yang lebih luas.
d. Wawancara
Wawancara salah satu cara dalam mendapatkan data yang dilakukan tanya jawab langsung pada narasumber dengan bercakap-cakap secara tatap muka. Menurut(Sugiyono,2013)Wawancaradigunakansebagaiteknikpengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam. Teknik pengumpulan data ini mendasarkandiripadalaporantentangdirisendiriatauself-report,atausetidak- tidaknya pada pengetahuan dan atau keyakinan pribadi.
e. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data dan analisis berbagai jenis dokumen untuk memperoleh informasi yang relevan dengan topik penelitian. yangmencakupcatatan,arsip,dokumen,foto,danprodukhukumyangrelevan dengan objek penelitian.



III.6 TeknikAnalisisData

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukansintesa,menyusunkedalampola,memilihmanayangpentingdanyang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain (Sugiyono, 2011).

Metode analisis data yang diterapkan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Pemilihan metode ini didasarkan pada tujuan penelitian yang berusaha mendeskripsikan dan menggambarkan fenomena atau gejala yang ada, sekaligusberupaya memecahkan masalah yang dihadapi. Dalam konteks ini, penelitian bertujuan untuk mendapatkan gambaran umum mengenai tata kelola dana desa dan perannya dalam pembangunan di Desa Pedeslohor.

Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan mengacu pada model analisis interaktif atau pendekatan dalam penelitian kualitatif yang menekankaninteraksiantarapenelitidandatayangdikumpulkan,dalampenelitian ini model analisis yang digunakan adalahyang dikembangkan oleh (Huberman, 2015). Model tersebut terdiri dari tiga komponen utama, yaitu:

a. ReduksiData


Dalamprosesreduksidatapenulismelakukanprosesmenyederhanakan datamentahyangdidapatkandaripenelitian.Prosesinimelibatkanpemilihan,



pengelompokan,danpenyusunandataagarlebihmudahdipahamidan dianalisis, proses ini berlangsung selama riset dilakukan.
b. PenyajianData
Setelah melakukan reduksi data, langkah adalah penyajian data. Penyajian data ini bertujuan untuk menyajikan data yang sudah direduksi dalam bentuk yanglebihmudahdipahami,terorganisir,danvisual.Penyajiandatadilakukan melalui deskripsi yang disampaikan dengan kalimat maupun tabel penelitian.
c. PenarikanKesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan langkah penting yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam dan seluruh dari data yang telahdikumpulkandandianalisis.Prosesiniterjadisetelahmelakukanreduksi data dan penyajian informasi, sehingga penulis dapat menemukan jawaban yang tepat terhadap permasalahan yang diteliti, berdasarkan hasil yang telah disajikan.



BAB IV

DESKRIPSIWILAYAHPENELITIAN

Deskripsi wilayah penelitian di perlukan untuk meemberikan gambaran umummengenailokasipenelitiandanmemberikanpemahamanlebihlanjuttentang topikpenelitian.Gambaraninisangatpentinguntukprosespenelitian,terutamasaat menentukan teknik pengambilan data yang akan digunakan untuk masalah yang diteliti.Disisilain,memahamitopikpenelitianjugapentinguntukmemungkinkan pengambilan data lebih mudah dengan mengetahui kondisi yang ada di sekitar subjek.
IV.1. LetakGeografi

Ditinjau dari Geografis, Desa Pedeslohor merupakan daerah dataran, dengan tinggi permukaan air laut + 5 M. Dengan permukaan dataran tersebut, sehingga tanahnya sangat potensi dan produktif terutama untuk daerah pertanian bawang merah. Ditinjau dari Topografi, Desa Pedeslohor. merupakan bagian dari wilayah Kecamatan .Jatibarang Kabupaten Brebes. Desa Pedeslohor merupakan daerahh daratan yang rata dengan luas wilayah desa adalah 112,47 Ha terdiri dari:
1. Luastanahsawah	: 62,00 Ha

2. Luastanahkering	: 45,47 Ha

3. Luas fasilitas umum	: 5,00 Ha Rincianbatas-bataswilayahDesaPedeslohoradalah:
a. SebelahUtaraberbatasandenganDesaKramat
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b. SebelahSelatanberbatasandenganDesaTegalwulung

c. SebelahTimurberbatasandenganKabupatenTegal

d. SebelahBaratberbatasandenganDesaTembelang

Tabel4.1 Orbitasidesa Pedeslohor,tahun 2023

	Jarakkeibukotakecamatan
	5,2 Km

	Lamajaraktempuhkeibukotakecamatandengankendaraan
bermotor
	12 Menit

	Lamajaraktempuhkeibukotakecamatandenganberjalankaki
ataukendaraannonbermotor
	1.09Jam

	Kendaraanumumkeibukota kecamatan
	-Unit

	Jarakkeibukotakabupaten/kota
	14 Km

	Lamajaraktempuhkeibukotakabupatendengankendaraan
bermotor
	30 Menit

	Lamajaraktempuhkeibukotakabupatendenganberjalankaki
ataukendaraannonbermotor
	2,47 Jam

	Kendaraanumumkeibukota kabupaten/kota
	-Unit

	Jarakke IbuKotaProvinsi
	158 Km

	LamajaraktempuhkeibukotaProvinsidenankendaraannon
bermotor
	2,12 Jam

	LamajaraktempuhkeibukotaProvinsidenganberjalankaki
ataukendaraannonbermotor
	2	Hari

	Kendaraanumumkeibukota Provinsi
	-Unit


SumberProfilDesaPedeslohor,2023

Jarak fisik yang ditempuh Desa Pedeslohor dengan Pusat-pusat Pemerintahan cukup dekat dengan jarak 5,2 Km ke Kecamatan Jatibarang, 14 Km jaraktempuhkeKabupatenBrebes,danJarakkeIbuKotaProvinsi158Km.Jarak yang ditempuh tidak terlalu jauh sehingga masyarakat bisa dengan mudah untuk mencapai pusat pemerintahan dengan mengakses berbagai transportasi umum untuk menuju pusat-pusat pelayanan.
38







Sumber:PetaPemerintahDesaPedeslohor,Tahun2023
[image: ]
Gambar4.1PetaDesaPedeslohor, 2024
IV.2. KondisiDemografis

Jumlah penduduk di Desa Pedeslohor pada tahun 2023 tercatat sebanyak 1927 jiwa yang terdiri dari 927 laki-laki dan 1000 perempuan, sedangkan jumlah kepala keluarga 606 Kartu Keluarga (KK). Laju pertumbuhan sebesar 8,93% per tahun.Usiapendudukkelompokusiaproduktifsekitar65%pendudukberadadalam keompokusia15-64tahun,yangmerupakanusiaproduktif.Anak-anaksekitar20% penduduk adalah anak-anak di bawah usia 15 tahun dan lansia sekitar 15% pendudukberusia65tahunkeatas,(Sumber:ProfilDesaPedeslohor,Tahun2023)
IV.3. AspekEkonomi

Ditinjau dari aspek ekonomi, sebagian besar penduduk memiliki mata pencarian di sektor pertanian sekitar 50% terlibat dalam kegiatan pertanian dan perkebunandenganpendapatanperkapitamasyarakatmasihrendahyaituberkisar



Rp. 1.000.000 dan jumlah tanggungan per kepala keluarga rata-rata empat orang per kepala keluarga. Presentase jumlah angkatan kerja di Desa Pedeslohor cukup baik, yaitu sebesar 68,81% sedangkan sisanya sebesar 31,25% belum bekerja maupunsudahpensiun.Ditinjaudariaspekpendidikan,tingkatpendidikandiDesa Pedesohorbervariasi,dengansebagianbesar70%%adalahlulusanSekolahDasar (SD)danSMP,hanyasekitar30%yangmelanjutkankependidikanmenengahdan tinggi. Sedangkan ditinjau dari aspek keagamaan, mayoritas sebagian besar penduduk memeluk agama Islam dengan persentase 99%. (Sumber:Profil Desa Pedeslohor, Tahun 2023)
IV.4. KehidupanSosial

Corak hubungan sosial di Desa Pedeslohor tetap mencerminkan nilai-nilai paguyuban dan gotong royong, sebagaimana umumnya yang terlihat dalam masyarakatpedesaandiwilayahJawa.Pemukaagamadankepaladesamemperoleh penghormatan dan kepatuhan tinggi dari masyarakat, karena mereka dianggap sebagai panutan dalam menuntun kehidupan yang baik. Selain itu, penduduk desa juga berkomitmen untuk melestarikan tradisi dan adat istiadat setempat. Di antara kegiatan yang rutin diadakan adalah upacara nyadran, peringatan Maulud Nabi, pertunjukan wayang kulit, seni kuda lumping, dan masih banyak lagi.
Desa Pedeslohor terkenal dengan kekayaan budaya Jawa dan keterlibatan masyarakat yang erat. Masyarakat berpartisipasi dalam berbagai acara sosial, namun terdapat permasalahan seperti permasalahan sosial yang disebabkan oleh kurangnyapartisipasigenerasimudayangpindahkekotauntukmerantau.Budaya danTradisiBudayaJawayangdilakukanmasyarakatDesaPedeslohorseperti



menjalankan ritual dan upacara adat Jawa, acara budaya termasuk hari raya keagamaan dan festival lokal pada saat hajatan.
IV.5. Sistem Pemerintahan
SusunanorganisasiPemerintahDesaPedeslohordigambarkanpadagambar sebagai berikut :
STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAHAN DESA DESAPEDESLOHORKEC.JATIBARANGKAB.BREBES
SumberData:Struktur OrganisasiPemerintahDesaPedeslohor,Tahun2023
BPD
KASIPEMERINTAHANPANJISETIAWAN
KASIPELAYANANTORIKUN
KASIKESEJAHTERAANEGAPRAITNO
KAURTU&UMUMMASRISSADEBBYAMELIA,A.Md.Pust
KAURKEUANGANSUGENGR
KAURPERENCANAANROSIKHIN
SEKRETARISDESAMARFUAH,SE
KEPALADESA
TOBI’IN,SH
KADUS2KURNAWAN
KADUS1SODIKIN

Gambar 4.2 Bagan Susunan Organisasi Pemerintah Desa Pedeslohor, Tahun 2023 PemerintahanDesaPedeslohorsaatinidipimpinolehseorangKepalaDesa
yaitu Bapak Tobi’in SH dan dibantu oleh Perangkat Desa yang terdiri dari satu SekretarisDesa(Carik),TigaKaur,TigaKasi,danDuaKadus.KantorKepalaDesa Pedeslohor berlokasi di Jalan Raya Pedeslohor Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes,denganjampelayananmulaidarijam08.00sampaijam14.00WIB.Kantor



KepalaDesatersebutsekaligusmenjadisatukompleksdengankantorKarang Taruna, LPM, BPD, dan PKK.
IV.6. PengelolaanKeuangan
Jumlah Pendapatan APBDes Pedeslohor pada tahun 2023 sebesar Rp.1.365.929.050,- Rincian pendapatan APBDes bersumber dari Dana Desa (DD) dari pemerintah pusat Rp. 1.163.879.050,-Dana Desa sendiri Rp. 752.407.000,- DanaBantuanKeuanganAPBDdariProvinsisebesarRp.5.000.000,-danPemkab sebesarRp.50.000.000,-sedangkansisanyabersumberdaripendapatanlain.Dana pendapatan tersebut selanjutkan digunakan untuk pembangunan dan belanja Aparatur Desa sesuai APBDes yang telah ditetapkan. ( Sumber Dokumen Rincian Pendapatan Desa Pedeslohor dalam APBDes 2023)
IV.7. Fasilitas Umum

Fasilitas umum yang dimiliki oleh Desa Pedeslohor, antara lain sebagai berikut :
Tabel4.2FasilitasumumDesaPedeslohor

	Fasilitasumum
	Jumlah

	KantorKepalaDesa
	1

	Tamankanak-kanak/PAUD
	1

	SekolahDasar
	1

	Pos Kamling
	2

	Posyandu
	4

	internetgratis(free-wf)
	1

	Puskesmaspembantu
	1

	MasjiddanMushola
	5

	PDAM
	1


(SumberProfilDesa PedeslohorTahun2023)
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